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PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program kerja Pemerintah
dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi
Indonesia maju, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang
berkualitas dengan jumlah yang proporsional pada
instansi pusat dan instansi daerah yang efisien dan
diprioritaskan pada bidang pendidikan, kesehatan,
sumber daya manusia, infrastruktur, investasi, reformasi
birokrasi, dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai
Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai

Negeri Sipil Tahun 2019;

www.peraturan.go.id



2019, No.1403

Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG KRITERIA
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN 2019.

Pasal 1

(1) Penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil secara
nasional tahun 2019 yaitu positive growth bagi tenaga
guru dan kesehatan serta zero growth bagi tenaga teknis
lainnya.

(2) Total alokasi penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil
untuk instansi pusat dan instansi daerah berjumlah
197.111 (seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus
sebelas) dengan rincian:

a. instansi pusat sejumlah 37.854 (tiga puluh tujuh
ribu delapan ratus lima puluh empat); dan

b. instansi daerah sejumlah 159.257 (seratus lima
puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh).

(3) Kriteria penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan
pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun
2019 serta Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk
Melamar Pada  Jabatan Fungsional @ Kesehatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.
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Pasal 2
Prioritas penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tahun
2019 untuk Jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana
meliputi bidang:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. infrastruktur; dan
d. yang mendukung pembangunan sumber daya manusia,
investasi, reformasi birokrasi, dan efisiensi pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2019

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUELIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
NEGERI SIFIL DAN PELAKSANAAN SELEKSI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019

KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
FELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil MNegara ke arah terwujudnya
manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem merit, yang
selanjutnya menjadi basis dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia.
Untuk itu, pemerintah telah dan sedang melaksanakan reformasi
birokrasi yang salah satunya adalah reformasi di bidang sumber daya
manusia aparatur. Reformasi dimaksud antara lain meliputi penataan
jumlah dan kualitas serta distribusi Pegawai Negeri Sipil.

Salah satu strategi dalam penataan sumber daya manusia
aparatur tersebut, sejak tahun 2015 telah dilakukan kebijakan
pembatasan penerimaan [moratorium) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Kebijakan tersebut dimaksudkan agar kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK) pada instansi pusat dan instansi daerah melakukan
audit organisasi dan penataan sumber daya manusia aparatur sesuai
dengan arah/rencana strategis pembangunan. Selanjutnya setiap
instansi diharuskan melakukan redistribusifpenataan pegawai secara
internal maupun lintas instansi, yang didasarkan pada hasil
perhitungan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis
jabatan dan analisis beban kerja.
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